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DI LINCKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN ROTE NDAO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang :

SALINAN

b.

bahwa untuk memastikan adanya standar ke{a baku

sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao guna

melaksanakan tugas pokok dan fungsi personal dalam

mengelola tahapan pelaksanaan program kegiatan

terkait Usulan Revisi Anggaran Internal, maka

dianggap perlu untuk ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu untuk
ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Standar

Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran Internal

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rote Ndao;

Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara ;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara ;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor la2, Tambahan

lembaran Republik Indonesia Nomor 61091 Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Mengingat : 1.

2.

3.
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5.
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Penyusunan Rencana Keq'a

Kementerian/Lembaga;

dan Anggaran

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

r2361;

Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas

Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi / KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 199/PMK.O2|2O2| Tentang Tata Cara Revisi

Anggaran

Berita Acara Rapat Rapat Pleno Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahwn 2022
Tentang Penetapan Standar Operasional prosedur

Usulan Revisi Anggaran Internal di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

6.

7.

8.

Memerhatikan : 1.
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Menetapkan
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MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAEIUPATEN

ROTE NDAO NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN

REVISI ANGGARAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi

Anggaran Internal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao;

Standar Operasional Prosedur Usulan Revisi Anggaran

Intemal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

sebagai pedoman Usulan Revisi Anggaran Internal di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

Ditetapkan di Baa

Pada tanggal I April 2O22

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO.

ttd.

NEM DANIEL JUNIAS PAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Hukum dan SDM,

ht@sf/Jillh,kpu.go.Lllnttltpt ndao ( hukun dan SDA 2U22)
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NOMOR SOP 7 TAHUN 2022

TANGGAL PENGESAHAN : l APRIL 2022
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SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI NAMA SOP REVIST AXC'GARAN INTERJ{AL

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Kcuangan Ncgara ;

Undang - undang No6or 1 Tahun 2004 tcntang
Pcrbendahaiaan Negara ;

Peraturan Pe6erintah Nomor 90 Tahun 2010
tcntang PcnJrusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kem cnterian / Lea baga

Undang-undang no6or 07 Tahun 2017 Teotang
Penyelenggara Pemilu
Pcratumn Kornisi Pemilihan Umum Nomor 14
tahun 2O2O tcntang Tugas, Fungsi Susunan
Organisasi dan Tata Kcrja Sekretariat Jcnderal
Komisi Peoilihan Umum, sckreta.riat Komisi
Pcmilihan Umum Provinsi, dan ScLretaiiat Komisi
Pcoilihan Umum Kabupaten/ Kota
Pcraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
U6um Nomor 2 Tahun 2021 tentanS Tata naskah
Dinas Komisi Pedilihan Umum, KPU Provinsi/KlP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kot,rj

Pcraturan Koaisi Pcmilihal Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Peoilihan Utnum Provinsi, dan
Komisi Pefiilihan Umum Kabupatcn/Kota (Berita
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberata kali diubah
tcrakhir dcngan Pcraturan Kombi Pemilihan
Umum NoEor 4 Talun 2O2ltentang Pcrubahan
Kctiga atas Pcraturan Kooisi Pemilihan Umum
Nohor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pcmilihan Umum, Komisi Pcoilihan U6um
Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupatcn/ Kota (Bcrita NcSa.ra Rcpublik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Mentcri Keuangal Republik lndonesia
Nomor 199/PMK.02 /2021 TentatLgTata Cara
Rcvisi Anggaran;

2.

5.

6-

7.

8.

sl;

Mcngctahui Pcraturan Perundaig - undangan yang tcrkait

3. Bisa Eengoperasikan kodputer dcngan baik ;

4. Teliti dan cermat dalam melaksanakal tugas;

5. McDpunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas ; darr

6. Bertanggung jawab dala.d mclaksanakan tugas,

1.

2.

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Pelalsanaan Anggaran Tahun Bcrjalan
ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Printer, Jarilrgan lnternct, Surat,
Aplikasi tcrkait dan Lcmaii Arsip.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila tidak dilakukan revisi anggaran oaka perubahan
rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan
dalam Daftar Isian Pclaksanaal Anggaran tidak bisa
dilaksanakan dengan baik yang akal berdalrrpal< pada
penilaian kineda satker.

Disimpan scbagai data clektronik dan Eranual



soPUSULANREVISIANGGARANINTERNALPADAKPUKABUPATI'NRoTENDAO
MUTU BAKU

KET
NO TAHAP KEGIATAN

PELAKSANA

KASUBAC
Pf,NCUSUL

KPA
KASUBAG
PERDATIN

OPERATOR KELENGKAPAN
WATffU

PELAKSA
NAAN

OUTPUT

MULAI

I
Kasubag pengusul mengajukan sulat Usulan t- ?

1
Nota dinas penrroholun

reyisi

Matriks draft perubahan

semula -menjadi

I Jam
Tersedianya Dokurnen

Usulsn Reusi AnSSaran
Revisi kepada KPA a-.

l.

2

Nota Dinas Usulan Revisi

yang sudah di disPosisi oleh

KPA

Matriks semula mq!91[
I Jam

Ters€dialya Dokurnen

Usulan Revisi Anggamn2

4

KPA menerima dan oendisposisi surat

usulan revisi kepada Kasubag Perdatin

l_,

Kasubag Perdatin menelaah usulan rerisi

anggaran l ang di disposisi, jika hasil telaah

oerupakan revisi i'Iternal maka meneruskan

ke operato. anggaran untuk mgmbuka dan

Eernilih status history POK intemal pada

Aplikasi SAKTI , jika tidak memenuhi

ketentuan revisi intemal maka usulsn

dikembalikan ke Kasubag pengusul

-

t roax

I

1.

Nota Dinas Usulan Rerisi
sudah di disposisi olehyang

KPA

Matriks scmula menjadi 3 Jam

Kesesuaian dat! penrbahan

yang sesuai dengan maksud

dan tuJuan r€usr

I

I I

2

Nota Dinas Usula[ Revisi

yang sudah di disPosisi oleh

KPA

Matriks semula menjadi

5 Jam

Terselenggannya revlsl

intemal kewenangan KPA

5

Operator arggaran membulia daa memilih

status histo+ POK mtemal dan mengurput

usulan revisi ke dalam aDlikasi SAKTI
I

2 Jam

Terbentulrrya usulan revisi

POK di aplikasi SAKTI
Operator anggaran menlesuaikan rencana

penarikan dana, memvalidasi data belanja

yang sudah diinput melalui aplikasi SAKTI
t I

2

Nota Dinas Usulan Revlsl

-vang sudah di disPosisi oleh

KPA

Matriks semula menjadi

Fota Dhus U.ulan Retisi
yarg sudah di disposisi oleh

KPA

Matriks semula menjadi

ADK

2 Jam
Terbentulorya ADK dt

dalam aplikasi SAKTI7
KPA melal:ukan aDD.ove melalui user

L

2.

3

approval pada aplikasi SAKTI



SOP TISULAN REVISI ANGGARAN INTERNAL PADA KPLT KABUPATT,N ROTE NDAO

NO TAHAP KEGIATAN

PELAKSA:{A MUTU BAKU

KETKASUBAG
PENGUSUL

IiPA KASUBAG
PERDATIN

OPERATOR KELENCKAPAN
WAKTU

PELAKSA OUTPUT

Operator anggaran menc€tak kertas rincian
satker , matrik semula menjadi (format I,
format 2 dan format 3 ), oengambil ADK L

I

2

3

4

5

Nora Dinas Usulan Revisi
yang sudah di disposisi oleh

KPA
Matriks Usulan reYisi

ADK
Rincian Kertas Kaja

Matriks semula rnenjadi

Fonnat l, 2 dar 3 hasil
c€takan Aplikasi SAKTI

I Jam

Terbenn*nya ADK revisi
POK di dalao aplikasi
SAKTI untuk diupdate ke

dalao aplikasi SASoan membual surat penetapan revlsl t'\Jl!

9
KPA menandatangani surat pgnetapan revisi
POK

I

2

3

4

5

Nota Dinas Usulan Revisi
yang sudah di disposisi oleh

KPA
Mahiks Usulan revisi

ADK
Rincian Kedas Keda

Matriks s€mula mEnjadi
Format l, 2 dan 3 hasil
c€takan Aplikasi SAKTI

I Jam

Surat Pen€ntapan revisi
POK dan Dokumen
pendutung laimya yang

sudsh di tanda targani
KPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE"TARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Hukum SDM

Ditetapkan di Ba'a
Pada Tanggal I Apnl2O22

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

ttd

NEM DANIEL JUNI,AS PAH

SELESAI



1.
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Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana
struktur organisasi yang telah ditetapkan

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama
pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar
Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

Dengan berakhimya seluruh tahapan kegiatan Usulan Revisi Anggaran lntemal pada KpU
Kabupaten Rote Ndao, maka standar operasional Prosedur ini dinyatakan berlaku dan akan
di perbaharui pada tahun berikutnya.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

2.

3.

+.

6.

Disahkan di Baa
Pada tanggal 1 Apnl2D22

SEKRET, PEMILIHAN UMUM
NDAO,

DANIEL


